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Mengingat

TAHUN 2020-2024

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang
lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan
dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rejang Lebong sebagai Lembaga Penyelenggara
Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri;

bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rejang Lebong, perlu disusun dokumen perencanaan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang memuat program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong tentang Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 472l);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

SK Komisi Pemilihan Umum Nomor
197/PR.01.3.Kpt/01/KPU/IV/2020 Tanggal 13 April
2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2020-2024.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMiISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN

2020-2024.

KESATU . Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.

KEDUA :  Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai

dengan 2024.

KETIGA . Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai
dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan
Umum dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KEEMPAT . Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
disusun sebagai acuan:

1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong;

2. penyusunan rencana program/kegiatan  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan
pemangku kepentingan lainnya;

3. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan  program/kegiatan  lingkup  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan
Komisi Pemilihan Umum; dan

4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA :  Rencana strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal:  April 2020
KETUA

RESTU SYATRIO WIBOWO
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K ata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia serta
hidayahNya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
dapat menyelesaikan Renstra Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-
2024 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona. Berdasarkan hal tersebut
Renstra yang disusun ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan
Pembangunan Nasional dan pencapaian tujuan organisas di lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan Komisi
Pemilihan Umum secara menyeluruh. Rencana Strategis ini di buat untuk
kegiatan tahun 2020-2024.

Kami berharap dengan disusunnya Renstra KPU Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2020-2024 ini dapat mengukur kemampuan KPU kabupaten
Rejang Lebong dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dan lebih
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan kebijakan
Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak —
pihak yang berkepentingan / stake holder lainnya.

Curup, April 2020

RESTU SYATRIO WIBOWO
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BAB |
PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk
menjalankan kedaulatan dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu merupakan motor
penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih
dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu
melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa

menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Dengan pemilu, rakyat
dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa
yang akan memegang kendali pemerintahan. Semakin tinggi kualitas pemilu,
semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga
perwakilan rakyat. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara
konstitusional, Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau

untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga konstitusional
independen yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan
Umum secara Nasional dan lokal oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal
organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi,

sosial dan budaya masyarakat.



Demikian juga halnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang
Lebong. Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan scope tingkat kabupaten

juga mengalami permasalahan yang kompleks dan tidak kalah dinamis di tingkatnya.

Salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi
masyarakat dalam Pemilu. Hal tersebut tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara
yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif,
serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih
komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai
Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan
politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan
antusiasme yang tinggi.

Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu berubah
dan semakin pelik seiring dengan dinamika kehidupan politik tersebut, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga sudah barang tentu membutuhkan
suatu strategi yang matang sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi khususnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong akan tercapai dengan maksimal.



1.1 KONDISI UMUM

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di daerah tepatnya di ibukota
Kabupaten. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis dan
bersifat tetap. KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilu
tingkat Kabupaten mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten

Rejang Lebong.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tantang Tatakerja KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun
2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008. Serta peraturan KPU Nomor 04
tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten kota. Di mana pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /kota Sekretaris di bantu oleh 4 ( empat ) Subbagian .

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, tugas KPU meliputi:
1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau
semua tahapan Pemilu;

5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;



6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

8. Mengumumbkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon
terpilih serta membuat berita acaranya;

9. Menindaklanjuti dengan segara putusan Bawaslu atas temuan dan laporan
adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara
tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat
KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk
Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;



5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan
mengumumkannya;

6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap
Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan
anggota DPRD Kabupaten/Kota;

7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan;

8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;

9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;

10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota
PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu
dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;

12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang
KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu,
KPU berkewajiban:
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;



10.

11.

12.

13.

14.

Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan
Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada
Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh
ketua dan anggota KPU;

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR
dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pengucapan sumpah/janji pejabat;

Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran
administratif dan sengketa proses Pemilu;

Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Melaksanakan keputusan DKPP;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota

meliputi:

a. merencanakan program dan anggaran;

b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikotadengan memperhatikan pedoman
dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknisuntuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan
Bupati dan Walikotadalam wilayah kerjanya;

f. mengoordinasikan,menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi;

g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Walikota;

h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

terakhir:

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan DPRD;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan3.

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;



menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikotayang telah memenuhi
persyaratan;

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilihan Bupati dan Walikotaberdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Bupati dan Walikotadan mengumumkannya;

mengumumkan Calon Bupati dan Walikotaterpilih dan dibuatkan berita
acaranya;

melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikotakepada Menteri melalui
Gubernur dan kepada KPUmelalui KPU Provinsi;

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;



s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Walikota;

u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikotakepada KPU Provinsi,
Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Walikota dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan
setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Walikota kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui
Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;



h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada
KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
Provinsi;
Didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang. Yang terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota. Dengan Masa keanggotaan 5 (lima) tahun
terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Dalam menjalankan tugasnya, KPU
Kabupaten Rejang Lebong dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin
oleh seorang sekretaris dan empat orang Kasubbag seperti yang tercantum dalam

bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

SEKRETARIS

KASUBBAG PROGRAM KASUBBAG HUKUM KASUBBAG TEKNIS KASUBBAG UMUM
DAN DATA DAN HUPMAS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
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a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;

d. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil kepala Daerah tingkat Kabupaten;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

f.  memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

g. membantu  penyusunan laporan  penyelenggaraan  kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Komisi Pemilihan umum

menjalankan fungsi :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;

b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;

c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;

d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta

memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
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f.  membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;

g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;

h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di
Kabupaten/Kota;

i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;

j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan

pertanggungjawaban KPU .

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehari — hari Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong memiliki 4 subbagian dengan rincian

sebagi berikut :

1.  Subbagian Program dan data yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran
Pemilu;

b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

C. mengelola, menyusun data pemilih;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga pemerintahan lain yang terkait;

e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga non pemerintahan;

f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;

g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemiluy;

h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara

Pemilu;
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mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara
Pemilu;
menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian
Program dan Data;
memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen
Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar
Waktu Anggota KPU;

menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbagian Hukum Mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan
peraturan perundangundangan tentang Pemilu;

mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi
hokum penyelenggara Pemilu;

menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam

sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu;
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menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi
dan faktual partai politik peserta Pemilu;

menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai
politik peserta pemilu dan pelaporannya;

menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota;

laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi dministrasi
dan factual menyusun perseorangan peserta Pemilu;

menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi
pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian
Hukum;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian
Hukum;

menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan
menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka emecahan
masalah

menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota;
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g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian
Hukum Kabupaten/Kota;
r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Subbagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat dengan tugas sebagai

berikut :

a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi
pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang
pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis
pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan
pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

f.  menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk
melengkapi kekurangan persyaratan;

g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan
penerbitan informasi Pemilu , menyusun draft pemberitaan dan

penerbitan informasi Pemilu;
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h.  mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan
kampanye;

i.  menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

j. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman
teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

k. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat;

I.  mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-
bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;

n. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

o. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan
dokumentasi hasil Pemilu;

p. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis
dan Hubmas;

g. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian umum, Logistik dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan
ekspedisi;
c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan

naskah dinas;
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d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-
masing;

e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang
keluar;

j.  menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

I.  mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;

n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota;

o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

g. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

r. Selain melaksanakan tugas tugas tersebut di atas subbagian umum
melaksanakan tugas — tugas bagian Logistik dan keuangan sekretariat
Komisi pemilihan Umum.

Berdasarkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum, aktifitas Komisi
Pemilihan Umum mempunyai tiga buah program kerja. Yang pertama program kerja
yang bersifat internal adalah Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya. Program internal yang kedua adalah program peningkatan sarana dan
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prasarana aparatur KPU. Sedangkan Program yang ketiga adalah program eksternal

yaitu program Penguatan Kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada Rencana Strategis yang telah

disusun oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program
penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh Sumber Daya
Manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong memiliki pegawai Negeri berjumlah 16 orang dengan
status kepegawaian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan
PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK di KPU Kabupaten Rejang Lebong
adalah sebanyak 2 orang;

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14 orang;

Sedangkan Pegawai dengan status Non PNS berjumlah 6 orang yang memiliki fungsi

sebagai perlengkapan kantor yaitu satpam, sopir dan pramubakti.

Status kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rejang Lebong dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel dibawah ini:

NOMOR STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH
1 DPK 2
2 ORGANIK 14
3 NON PNS 6

18



sedangkan komposisi pegawai Negeri Sipil dilihat berdasarkan latar belakang jenjang
pendidikan yang ada di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

adalah sebagai berikut:

No Uraian Pendidikan Jumlah
1. Pasca sarjana 1
2. Sarjana 12
3 D lll/Sarjana Muda 1
4. SLTA 1
5. SLTP 1

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki,
tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM
tersebut bekerja. KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga mandiri
seharusnya sudah memiliki gedung kantor sendiri. Namun saat ini Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Rejang Lebong masih menempati gedung kantor dengan status

pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi, disamping Sumber Daya Manusia dan sarana serta
prasarana adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain,
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan
ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas
dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong selalu berupaya untuk
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menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan
aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan

negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024 yang menjadi pedoman menetapan Renstra Komisi pemilihan Umum
kabupaten Rejang Lebong, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur
dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum vyang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat”, hal tersebut dipengaruhi oleh 7 (tujuh)
aspek/dimensi—dimensiorganisasi, yaitu:
1) Aspek Kelembagaan;
2) Aspek Sumber Daya Manusia;
3) Aspek Kepemimpinan;
4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5) Aspek Bussiness Processdan Kebijakan;
6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan

7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Berdasarkan Renstra KPU 2020-2024 bahwa Komisi Pemilihan Umum
memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan
Pemilu Serentak. Potensi tersebut juga tentunya dimiliki oleh Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilihan tingkat
Kabupaten. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal
oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

kewenangannya, yaitu:
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Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan
mandiri dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong merupakan
bagian dari KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia .
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata
Kelola Pemilu.

Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong bersifat
Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun
kepercayaan publik.

Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu
Serentak.

KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya .

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum

secara luas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan lingkup

yang lebih sempit dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1.

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk
mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong.

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan
mudah dipahami, yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum untuk KPU di

daerah.
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10.

11.

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

Masih adanya Pegawai yang diperbantukan dari Pemerintah Daerah, sehingga
masih ada ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya .

Tingginya disparitas kompetensi pegawai .

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi .

Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk
layanan PemiluSerentak yang diberikan untuk KPU di Daerah.

Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten
Rejang Lebong masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang
Lebong, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum
kabupaten Rejang Lebong.

Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan

secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020-2024 yaitu dihadapkan pada sejumlah

peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu

Serentak. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan di dalam lingkup Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rejang Lebong. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi .
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2. Tingginya animo masyarakat Rejang Lebong dalam Pemilu serta tingginya
harapan masyarakat Rejang Lebong kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rejang Lebong untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum
bebas rahasia jujur dan adil.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga

kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga menghadapi
ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada
kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Kabupaten Rejang Lebong.
Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat
dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan
sebagainya.

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam
mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat .

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu .

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum
optimal mendukung Pemilu (masih terdapat Kecamatan-kecamatan yang
belum memiliki akses internet yang memadai) .

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu
Serentak .

6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara .
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7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi
dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen .

8. Biaya politik tinggi .

9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan
diskriminasi terhadap berbagai perbedaan .

10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang
belum terintegrasi .

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya,
sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 .

12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Menggunakan kekuatan dan
memanfaatkan peluang melalui strategi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).

2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan
terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan KPU.

4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga.

5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang

terintegrasi.
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6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengatasi kelemahan guna
mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui
strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara
berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi
yang terintegrasi.

2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan
peraturan yang ditetapkan.

3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan).

4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan
terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).

6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada
tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga.

8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan.

9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rejang

Lebong secara optimal.

25



10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat

sasaran.

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU
dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara
berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi
secara berkelanjutan yang terintegrasi.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong.

3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga.

4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat
sasaran.

5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya
Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan
berintegritas.

7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.

8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada
tiap tahapan Pemilu.

10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Rejang Lebong.
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11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga.

12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPUkabupaten Rejang
Lebong secara optimal.

13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada

tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Rejang Lebong, dan
ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Rejang
Lebong, dengan strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan
yang terintegrasi.

2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
Kabupaten Rejang Lebong, pendokumentasian informasi hukum, advokasi
hukum, dan penyuluhannya.

3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan).

4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.

6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya
Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan
berintegritas.

7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat

sasaran.
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8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada
tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaen Rejang Lebong.

10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,

koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan strategi-strategi tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam

Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang juga

merupakan strategi utama dalam Rencana Strategi KPU kabupaten Rejang Lebong.

vaitu:

1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Rejang Lebong;

2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU kabupaten
Rejang Lebong;

3) Meningkatkan investasi aset teknologi;

4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan

5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat Rejang Lebong.
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi”
guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong
penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya
harus ditunjang oleh Kinerja Komisi Pemilihan Umum di daerah dalam melaksanakan
rangkaian tahapan Pemilihan Umum di Daerah. Yang tentunya juga harus dilakukan
dan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam

penyelenggaraan Pemilihan.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat

4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan
kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
Konstituen;

2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus
diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi,
rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat,
intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan

persatuan dan kesatuan bangsa; dan
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4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan,
kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan
penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan

turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan
“Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga
indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);

2. Hak-Hak Politik (Political Rights);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat,
kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih
serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara
itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari
Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi
Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional,
adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-
indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1) Hak memilih dan dipilih:

a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
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b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga
kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang
memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2) Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan
Pemilu; dan
b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.
Dan Kontribusi tersebut dapat dicapai dengan baik apabila penyelenggaraan
Pemilihan ditingkat Kabupaten sebagaimana dilaksanakan oleh KPU kabupaten

Rejang Lebong dapat berjalan dengan maksimal.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menggambarkan kondisi
ke depan yang ingin dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5

(lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-

2026 odalol:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan

Berintegritas”.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

KPU Kabupaten Rejang Lebong menetapkan misi 2020-2024 sebagai berikut:
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1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang
Lebong dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik
penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilihan Serentak di Kabupaten Rejang Lebong
sesuai dengan Peraturan KPU yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan
partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak di Kabupaten Rejang
Lebong yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemillihan Serentak Kabupaten
Rejang Lebong.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku

kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum,

maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang mandiri,
professional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang demokratis,
tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang Langsung, Umum,

Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Didalam penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran strategis Komisi

Pemilihan Umum yang telah diuraian dibagian awal bab ini, maka Komisi Pemilihan
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Umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki sasaran strategi untuk mendukung

pencapaian strategi KPU tersebut.

Dari tujuan yang telah diuraikan, Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 adalah:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten yang
berkualitas.

4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh
lapisan masyarakat Rejang Lebong; dan

5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi.

6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai

penyelesaian sengketa hukum yang baik.
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta
strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses
penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik

dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguiji alur pikir suatu strategi.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan
Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.
Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
disusun berdasarkan Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang disesuaikan
dengan scope kerja dan kondisi wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang antara
lain yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar (merit system);

b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan
dan peraturan yang ditetapkan;

c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran

indicator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
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Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan
yang diberikan;

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan
dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Rejang
Lebong;

Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi
secara berkelanjutan yang terintegrasi;

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
Kabupaten Rejang Lebong;

Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong;
Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Rejang Lebong; dan
Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara

optimal.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi,

dengan arah kebijakan:

Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
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b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik
pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,
transparan, akuntabel, dan berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic
Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat kualitas, dan tepat sasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman pada peraturan dan
keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi
hukum, dan penyuluhannya; dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

2. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rejang Lebong

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak yang merupakan bagian dari KPU, KPU
Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan
kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang
untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut
ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan
yang diperlukan KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatagorikan menjadi 2
(dua), yaitu Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan
Pemilu Serentak, dan Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan

penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).
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Hal tersebut diatur dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang
Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan. Selain
Keputusan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga mengeluarkan Berita

Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024

untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi

darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke
Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
Pemilihan susulan berdasarkan Keputusan KPU dalam hal sebagian atau
seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan,

gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
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10.

Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara
serentak;

Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;

Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden;

Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;
Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;

Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
serta penetapan calon terpilih

Pemilihan Gubernur dan Bupati

- Tahapan Persiapan
1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara
dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.
a. Sosialisasi kepada Masyarakat.
b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS dan KPPS.
Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau Pemilihan.

Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

N o v &

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
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- Tahapan Penyelenggaraan

Syarat Dukungan Pasangan Calon.
Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
Pendaftaran Pasangan Calon.

Penelitian Persyaratan Calon.

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan.

N o 0 w N

Pelaksanaan Kampanye

a. Masa kampanye

b. Laporan Audit Dana kampanye.

8. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara.

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

10. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.

11. Penetapan pasangan Calon Terpilih.

12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PKP).

13. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi.

14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

3. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Didalam pelaksanaan penguatan organisasi Kelembagaan, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rejang Lebong ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau
kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.
Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam

mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Rejang Lebong bersama Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten
Rejang Lebong; 2). Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 3). TNI; 4).
POLRI; 5). DPD-RL; 6). Dinas Instansi Terkait lainnya; 7). Perguruan Tinggi; dan

8). Pemerhati Pemilu di Daerah.
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Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong akan terus

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a.

Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu tingkat
Kabupaten Rejang Lebong;

Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap subbagian;
Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar subbagian dan
lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan,
sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Rejang
Lebong yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat
melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong
dengan baik;

Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya
meningkatkan  partisipasi dan kesadaran  masyakarakat untuk
berdemokrasi secara berkualitas;

Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif
dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan Penguatan kelembagaan
dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas
pembangunan.

Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah,

bilateral dan multilateral.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja

atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2020 — 2024

disajikan pada tabel berikut:

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN REJANG LEBONG 2020-2024

TUJUAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET KERJA

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. Newujudlan Kowmisi Pemiliben Umum Ym«3 Nandiri, Professional dan Gerih‘fe?)ri‘fas

Terwujudnyo Persentase naslak 85% | 85% | 90% | 95% | 95%
lebijalan bidang leputusen KPU Labupaten
politile tinglat | rejong lebong gang berbasis
lkobupoten yong lkuet | riset kepemiluon
Terwujudnye Persentese informesi 30% | 30% | 35% | 40% | 45%
Sistem Informesi mengenai partei polifile
mengenoi Portai yang wmuteldir dan
Politile yong andal dipublilesilon pede
dan berlaalitas publile
Terwujudnye lndeles Reformesi 77 78 79 80 81
Subber Dau(c\ Birolerasi
Nenusia dan Nilai Aluntabilitas B B B B B
Lek'aasa KPU Kinerje
qeng berlwlitos Opini BPK ofos WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Laporen Keuongan
Nilai Keterbulaan 100 100 100 100 100
[nformasi Publilc % % % % %
2. nehule[ev.%ara(a.ah Pemilu Serevtale Yan3 Demolrotis, Tepat Woldu, Efisien don Efeldi.
Terwujudnya | Persentase Parfisipasi 80 |8 |8 |80 |80
Kesadaran Petnilil dolon %o % % %%
Pemilih, Petelu/Peniliben
Kepemiluan 1= @ Portipos 79 |79 |79 |79 |79
gaer;okrasi Petnilil Perempuon %1% % %K%
yang delam
tinggi untuk | Pewilu/PenilibanPemilu
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seluruh Persentose Partisiposi 80 |80 |80 |8 |80
lapisan Penilib Disobilitos %1% | %%
masyarakat dolow

Pemmilu/Pemiliben
Terwujudnge Persentase Pemilih 019 018 01 | 016 | 0AS
loordinasi yong Berhale Mewmilil %
pengelenggaraon Tetepi Tidale Nesule
Lepemiluan qong dalam Daftar Pemilih
sesuai dengan Tefep
SHandar Pe(m?thah Persentase 100 100 100 100 100
Publil, disertai Pem?e(eh%amah % % % % %
pengelolocn dota Pemilu/Pemilibon
don informasi serta sesuai dengan jadwal
dolumentasi don lefentuen yeng
pelolsanaan berlalu
Pemilu berbasis
felwologi informesi
yong terinfegros

3. Newujudlan Pemilu Serentale qong Langsung, Unuk, Bebas, Rabasia, Jujur don AdiL

Terwujudmye Persewtose pelalisanaan 100 [100 [100 | 100 | 100
Pemilu Serentalc Penilu/Pemilihon qong % % % % %
yang aman dan Amon don Damai
dowai disertai Persentese Sengleta 90 90 95 95 95
pemgelesaion Huln qong %o|% %% %
sengleete hulu dimenanglen KPU Kabupeten
yong boilc Rejong Lebong

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu

2020 -2024:

Program/

Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) /
Sasaran Kegiatan

INDIKATOR KINER.JA KEGIATAN

. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

2020 2021 2022 | 2023 | 2024

TARGET KERJA

Terlaksananya Persentase 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
fasilitasi lembaga | fasilitasi
riset kepemiluan dan | kerjasama KPU
operasionalisasinya | Kabupten Rejang
Lebong dengan
lembaga riset
kepemiluan
Meningkatnya Persentase 90% | 95% | 100 | 100 | 100
Kapasitas SDM | kesesuaian % o %
yang Berkompeten kompetensi 0
pegawai terhadap
standar
kompetensi
penugasannya
Terwujudnya Persentase 100 | 100 | 100 | 100 | 100
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meahah &zpzsawaiah

Dukungan Sarana | Tersedianya % |% |% |% |%
dan Prasarana | Sarana dan
Guna Meningkatkan | Prasarana untuk
Kelancaran Tugas | Memenuhi
KPU Kabupaen | Kebutuhan Kerja
Rejang Lebong Pegawai yang
Berfungsi dengan
Baik
Meningkatnya Nilai Evaluasi | B B B B B
Akuntabilitas atas Akuntabilitas
Keuangan dan | Kinerja KPU
Kinerja KPU Opini BPKatas | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Laporan
Keuangan KPU
Nilai Evaluasi |78 |79 |79 |80 |80
atas Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi KPU
Terwujudnya Data | Persentase 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Pemilih secara | memutakhirkan % % % % %
Berkelanjutan Data Pemilih
yang Tepat
Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Terwujudnya Jumlah Fasilitasi |15 |16 |17 |18 |18
kerjasama dengan | Kerjasama keg | keg | keg | keg | keg
lembaga Dengan Instansi | iata | iata | iata | iata | iata
Penyelenggara Terkait Dalam | n n n n n
Pemilubaik di dalam | Rangka
maupun di  luar | Penguatan
negeri Kelembagaan
Demokras
Terwujudnqa Junlob revisi qang 8 X §X | K X 10K
rencehe Leria dah ahﬁsamh di(a(;,uhah ’(’erLadaP
KPUKQEUPDEM lZe{awj Lebomj rencaho Leria ¢10h3
%ahﬁ el‘e(‘fif dah e\‘isieh +€(DL\ di‘{’e"’ap{;,&h
Terwuiudh%a SiS""e!m Persewfase LOPDYOV\
administrasi penyelenggaraan wonitoring don evaluasi yang 35 35 35 3S 15%
Pemilu qeng fertib, aluntobel don fepet ” ” ” ”
efeldif don efisien waldu
Persentase lesesucion
TarszﬂL Liher[a dzméah
perjanjian Linerje
90 90 90 90 90%
% % % %
PCY§€h+GSE Doﬁuweh
RDP qang Tersedie 85% | &% | 90 90 | 100%
dehﬁah Tepat Waldu % %
Terwuiudh«?a PCY§€h+GSE PEL&[JSQV\GGV\
Reformasi Birolerasi di KPU Reformesi Birolrasi di 0% 80% 90% 100%
» linglangonm KPU Lobupoden 100%
(LQEUPG+6V1 '26'01'\3 LCBOhS '2?."&9\({ LEEth
2. Peh‘bihaoh gulmber Daﬂo nahusia dah Pe(a%ahah Adwihis“f‘msi Kepesawaiah
nehih3La1Lh¢10 fertib Persentase pegowai
adhihis‘f‘msi dah Pehse(o(aah &10?\3 hehdaya‘Hwh 55% "75% "75% D)S% D)S%
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suhber d&t?& mohusio

secaere +EPD~+ Wd‘t“’(ﬂ dah

0~(4(AYO+

Persentase
Peheﬁaﬁ(wh DiSiPLih 90 90 90 90 90%
Peravawai % % % %
TerLameaw?a Persentase Ah330+0 100% 100% 100% 100% 100%
Proses selelsi Ah%o‘fa KPu KPU abupaten/Kota qong
Kabupeten/Kota Sesuoi diselelsi sesuai dewsah
Peraturan Pemhdah%— periode masa iabm‘ah dan
Uhdamsah yong Berlolu PAW
Tersediaw?a defa Persentase Pesawai
dew informasi qeng Tercatet secara
Lepezsawaiah alwret delom Da“’a Base SO 0 80 50 95%
szesawaiav\ berbasis % % % %

‘f’zlmotosi inforimasi

Tersedianqa JutLoh Roncongon : 8 8 8 8
Pedoman Bidang Pereturan/Kebijolen ronce | vanca | renca | ranca
Kepegowoion Bidong Kepegowaion :*”C won | ngon | non | ngom
ngon
Pembentulan Badan Jumlah bedan adhole 15 15 Kee, | 1SKec, | 15SKec, | 1S Kec,
Penyelenggara yong dipersioplan dan Kec, 156 156 156 156
Adholc dibentulc 156 Dese/ | Dese/ | Dese/ | Dese/
Desa Lel Lel Lel Lel
/ lel
3. Pelolisancen Pengelolon Keuangan dan Borong Ml Negara
Neninglotnya Persentose Pejabat
petbinocn Perbendaborocn yang
perbendeharacn menyelesailien 50 50 50 50 50%
pertanggungjowaban 9% 9% 9% %
Pehtssuhaah ah%arah sesuai
letentuon
Terlalsananye Juwloh loporan sistem
sisten alwntansi don aluntonsi don pelaporen 12 Lop | 12 Lop | 12 Lop | 12 Loy 1?2
pelaporan Leungon Levengen Lop
Tersusumngo dunlol: droft
Petunjule pengelolaan juldale/julwis pengelolaan ) ) ) ) )
leuangan di linglungan Leuengan di linglungan KPU " . " m el
KPU Rejong Lebong Rejong Lebong N I )
Terselesailonnqa Persentese
permosalehon permeselahan dalom
pengelolocn Leuengen pengeloloon Leuangan yang O I T I B
dopot diselesailion % % %
Tersusunnya laporan Persentase penyelesaian
perfongngiovoben pengipreor ?SIQ;ZZK“"“‘3“"“““““““ a% | oz |9 |9t | 9%
anggaren Ah%amh berbasis
SINONIKA yong Tepat
Weldu dan Valid
Terwujudnya Persentase
Pengeloloan Barang IMilil Pengeloloan Barang Milil 98% 98% 98% 98% 98%
Negara sesuai dengan Negara yang fertib
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P6Y9+UYQh d&h PeYUhd&hts&h

Jumleh Lapomn
Bamhs Nilite stam

dah Gudamé KPU KGEUPG+€M

qeng berlelu Slap | Slop | Slep | Slop
Berdeserlan SINAK S Lap
BINN yeng Da+aw«10
Sesuai dehsav\ Da“’a SAK
a. Pem?e(eh%amah Opemsioha( dan Duhuhsah Sarana Prasarana Kantor
nehihs{aa‘{’ht?a Jummlah 1 1 1 1 1
Kualites Tata Kelole szu‘fuwh KPU R
ah rahcan rahcan rancah rancah
Adwministrasi Persuratan dan +Eh+0~h15 bearsipah
c gen gen gen gen
PEM%CLO‘.AGM Arsip qong felel disusun ahs
ah
Persentase Pehse(o(aau Arsip
lnalddif § i B o
Coorspar fureo 0% a0z | e0% | 0% | %0%
Temuiudhﬂa Persentase sarana
Dulungan Sorona don transporfasi unfule 100% | 100% | 100% | 100% | 00
Praserana guhe. nehihsldl‘ﬂcah hehduldnhté Lihzria Petjawai %
Kelencaren Tuzéas KPU qeng Eerﬁam‘;si dzhsah baile
Persentase fasi(i“’as
perhah‘fomh untule
Wehdu{,guhts linerje pegowai 100% | 100% | 100% | 100% 100
qang berfumssi dewsah baile o
Persentase Geduhs
dan Gudaws KpPU, 100
KPU Provinsi den KPU 100% | 100% | 100% | 100%
%
K.aE/Ko“’a qeng Eerﬁmssi
dzhsah bail
nehihsba‘h««?a Persentase ruehgon
Kuelifas Laqamah umL memadai 100% 100% 100% 100% 100
Persio{ah%ah dan Protoleol y
Perseh‘fase Hesil
Rapot Pleno yong 100% | 100% | 100% | 100% | 100
di‘ﬁhdauahiu‘[’i PD(ihﬁ %
Lawéa‘f G heri berfa
Temuiudhﬂa Persentase gongguon
Keamanan dan Keterfiban di leamanan dalam 100% 100% 100% 100% 100
(ihshuhtsah KPU/KPU (ihts(guhsah K.PU %
Kabupaten fZefamj Lebows
Provinsi/KPU Kabupeten/Kota yong
Kaﬁupa‘f’zh/Ko‘f’a dapa+ di‘f’aw%utawsi
Terwuiudhﬂa Persentase sarana
Duﬁuwsah Sarana dan ﬁahsporf&si untule
Praserana guna nzhiv‘zéba“'bav\ wehdu(wh% Liheria 10 10 10 70 10
Kelancaran Twsas KPU pegowai yang Jopa+ % % % % %
dipenubi
Persentase fasilifas
perhah‘fomh untule
b»ehdubumé Lihzria 70 70 70 0 70
. dapat % % % % %
pegewai yang depo
dipenubi
Persentase szumé
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Qe,’ahtj Lebot«s ﬂahﬁ Jopa+ 10 10 10 70 10
dipenubi % % % % %

SA PE%CYiLSOah olav\ PEV\SOWOS‘&V\ ,h+EYh0~(. KPU KGE I’Ze"amé LEEDV\%

nehihsba“’hﬂa Persentase penuruhci

efeuivi‘fas Pehsawasah ih‘ferha( vilei femuon hasil

dan e&s‘ferha( di (ihﬁ(guhsah KPU cherihsaaw ih+EYhaL den 30 30 30 30 30
elesternal ferhadap % % % % %
Realisesi Ah%arah

Neninglotnya Nilei Naturitas SPIP

Penyelenggaraan 32 33 34 34 33

SPIP

nehihs{aa‘{’ht?a Nilai IACN (Kepebilifas

Lowpz‘f’zwsi apam‘f’ APIP)

pengowesen don zfeu’ifi‘f’as 3 3 3 3 3[(,

sistei Pehsehda(iah infernal

Terwuiuo(w?a Persentase

pehn?eteh%amav\ Peuerih‘falnav‘ szsaduah

yong bersih dan berwibawa wa&?am(aa‘f gong 30 30 30 30 959

(clean 5overhohce) difindaldlanjufi P P P 9

nehihsba“’hﬂa Persentase

manfact hasil pengawasan BPK., Pehﬂe(esaiah relomendasi

80% 80% 80% 80% 90%

BPKP dan APIP KPU dalom BPK, BPKP dan APIP yang

pencapaich “’uiuam KPU di‘f’iv‘dauawiu‘l’i

Ka!:upaf’ch Qe[ahs L650n3

nehihsba“'bav\ Persentase KPU

aLuh‘f’aEiLi‘fas L_iwzrl'u di Provinsi den KPU

lingleungan KPU Kabupaten/Kote yang 60 60 30 30 30
wehdapa‘f’ﬁaw nilai % % % % %
aﬁum“’aé:ili‘f’as Liheria
minimal B

nehihslf_a“’hﬂa Persentase Unit L_erl'a

aLuh‘f’aEiLi‘fas leuangan Ch ‘f’zLaL

bl 123

den Linerja melelsanalon N N N N 5%
chﬁahsumaw Zone % % % %
’w“’eﬁri‘f’as nehuiu
WBK/Wasn

b. Pzwﬂzb’,w%amav\ Pzwdidiﬁaw, Pe(u“’il«av\ szrfa Pehe[i“’iaw den Pzwseu'aav\saw

Pehih%(a&‘{’ah Persentese Pesawai

lompetensi SDN KPU qeng Teleh nehsiﬂu‘ﬁ 90% 90% 90% 902 95%
Pehdidi{&ah dﬂh Peta+iL0h
delom Qahsaa

Pehihsﬁa‘f’ah Koupe“’ehsi
DN

SOSDYQV\ PYD%)’OIA TOY%Q"’ KiheYiO

PYO%YOIA/
ndildor 2020 2021 | 2022 | 2023

KQSiOTLOh (OM'{’CDIMC) / gC«SC«YC«V\

Ke Vi&+&l’|
l. PROGRAN PENYELENGGARAAN PENILU DALAN PROSES KONSOLIDASI DENOKRASI
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Terlalsananye penetapan Persentase Rancangan keputusan | 90% 90% 90% 90% 90%
Lepu‘l’uwv\ sesuai dehlj&h KPU KaEquLeh Qeiams Le'c:ong
letentuan pera‘{’umh Yeng disusun dan diharmonisasi
Peruhdahs— uhdahﬁah, serfa dehﬁah fepat waldu sesuai
chdoﬁuheh‘f’asiah inforimasi dzhsah Kemhslm Qctju&m KPU
huleim,
Tzr\wl'udh-?a Dulmhsah Persentase Pendistribusian
Losis‘fih dalam Loqistilc secora ’fepa‘f sesoron,
Pehqeﬂeh%amah ‘f’szL ,’uu&x[«, ‘{’epa"’ jenis, ‘f’szL 100% 100% 100% 100% 100%
Pemilu/Pemilihan b»u‘{’u, dan ‘{’epa"’ waldu
Tzr\wl'udh-?a—ra[«apah Persentase Pelalsancan Tal«apah
Pemilu/Pemilihon Sesuci Jadweal| Pemilu/Pemilibon sesuai dehsah
jodwal 100% 100% 100% 100% 100%
1 Pehtqusuhﬂh Peraturan Peruhdahq—Uhdahqah
Terlalsananya pengusuncn Persentase Roncangon Lepu‘fumh
e peny b
rencengon keputusen sesuai KPU qong disusun don
deh:jah (,,e‘feh‘fuah Peruhdahﬁ—- diharmonisasi +EPG+ wa((l’u sesuei
J dehtjah Lemhg(.«x resu(asi KPU
undohgen 100% 100% 100% 100% 100%
Pesentose rancangan keputusan
KPU Keb. I'Zefm»»3 iebowj terlait
‘f’aLaPah Pemilu/ chi(i[«ah qong
disusun melalui proses uji Pub(iL
Lepodo penonglas Lepentingon | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Terlalsananya Peh36(0(00h don Persentase produle huluim qang
Pe(a%ahah ih?orhasi hulewin dilelole dan didolumentasilan
sesuci sz‘f’wah Peruhdawrav— 95% 93% 100% 100% 100%
uhdahﬁah
Persentese informasi produle
bulin qong disaijilan secara
czpa+, +epa+, den alurat sesuai 92% 93% 95 98% 100%
dehtjah SOP
2. Pelalsancan DuLuhsah Bantuan Hulwin
Tzrh&&sahah«?a pehqelzsaiah Penurunan l’ub»LaL SEW(;{AE'{’G (TS
seh3Le+a den Pe(ac?ahah delon Per&am Perse(isi‘nah
pertimbangen hulim sengleeto bul 3perka | 3perlo | 2 perka | 2 perka | 1 perka
ra ra ra ra ra
Penurunan jumleh SEM!(;{AE‘I’G hulen
yeng Jial'u(lah le Nallomelr 1 Per(,,a 1 PerL_a 1 Per(,,a 1 PerL_a 0 Per(/,a
Konstitusi ro. ro ro. ro ro
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Persentase sengleeta bulcuin 9eng 190% 90% 95 95% 95%
dihehahsﬁah KPU Keb. IZefamDv
Lebong
3. Pelelsenaen Telwis Pemilu/Pemilihan dan PAW
Terwul'udw?a Peh%e(ehgamah Perseh‘f‘gge Peheheﬁpﬂah iadwa( 100% 100% 100% 100% 100%
Pemmilu/Pemilihan Sesuai ‘f’aLaPah dan Pz‘{’um,’uh ‘{’e(mis
Jadwal Peh%e(eh%amah Pemilu/Pemilihan
sesugi dehﬁah jodwal.
Persentose pewutoldiran dote 100z 1100%  {100%  [100%  [100%
wi(a%aL/Pebhe‘faah dan PChE‘{’&POh
Daeral, Pemilihan untule Pemilu
Tabun 2024
Terlolsenange (41‘10“0"' Persentase proses PAW DPRD 100% 100% 100% 100% 100%
administrasi BAW fepat waldu | Kabupeten/Kota qong depat
den sesuai afuran diselesailan dalam waldu S Lari
Leqa
PCMSE(O(QOM Calon Peserte Persentase Calon Peserto Pemilu S 1S 1S 1S 1S
Peimilu qeng daya‘f’ difasi(i‘l’asi
lecometan |lecamatan |lecamatan [kecamaton [lecamatan
Térwuiudhqa Qahcahsah Jumleh Rancengan Pedoman 2
Pedomen Desain dan Tebhp(afe Descin dan Tewﬂm‘e Kebutuhan
K.F.Eu‘{’u[«ah Petmilu/Pemilibon Pemilu/Pemilihen Gune nl’.hdul(uhs Draft
Gune Nendulung Tota Kelola | Tata Kelola KPU 2 Draft 2 Draft |2 Draft |2 Draft
KPU
Tzrszdiahqa PEO{D%N\ (BPDYN'\ Juimloh dolumen SOP efou
dan audit dana L_mhpaw?e, petunjule telwis untule peleporan
verifilosi Pav‘f’ai Po[i‘f’iﬁ Dane Kakpaht?e, Verifilesi Parfei 1 dolew 1 dolen 1 dol 1 dole 1 dolew
don/ateu ah%o‘{’a perorangan Politile dan/eteu s«1am+ du&unsah
DPD Calon perseorengan gong disusun bmen en meh en bmen
sesuai dengon fobapon Penile/ | (oo ) | Werp | (pops | Woba 1) | (doko w)
Pemilihan P
ol eoran
3ah)
a. Fasi(i+asi Pe(a‘fiﬁah nas%am(LmL dan Peh%e(eh%amah Hubuhﬁah nas%amLmL
ECV‘SFLD(N"” Runch Pinter Pembertulon  Pusat 1sofler [1satler |1satler [1satler [l setler
emilu
Pendidilan Pemilil
Persentase KPU Provinsi, KPU 1 sotler [1setler [1satler [1setler [l satler
KaEupa‘{’eh/Ko‘{’a qeng diLzméLaPi
dehﬁah di3i+a(isasi Ruimal Pintar
Pemilu (RPP)
Pendidilen Pemilil Kepeda Persentase pusat Pendidilan
na§t1ara(m+ Umtuim Pemilil Kzgehituah dan
Demoleresi untule h\as%am&a% YA 90% 95% 98% 100%

Ubmtabm
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Pendidilen Pemilil Kepeda Persentase pusat Pendidilan
Pemilil Peb.u(a, Pzrehpuaw, den | Pemilil Kzgehi(uah den
Disobilifos Demoleresi untule PekiLiL 5% 90% 95% 98% 100%
perempuan
P
erserose puset 85% 0% | 95% %% | 100%
Pendidilion Pegilily Kepemiluon
den Demoleresi untule pemilil
Pehu(a
Persentase Pusa‘(’ Pendidilan
Peumilih Kepemiluan don
Demolerosi untule pemilih FAVA 90% 95% 98% 100%
disebilites
Pendidilan Pemilil Kepada Persentase puset pendidilan
Deerah Par‘fisipasi Rendel, Pe“‘“"‘ di Deeral Pofensi
Deeral, Po‘{’ehsi Pe(ﬂh%amw Pebhssamv\ Pemilu T“"S‘éi’ o o o o
Pevilu Tinggi, don Docroh Rowon| Docrols Rovan Konflils/Bencano, [85% W) ) 00
Konflil/bencana dan ofeu Deeral, dengan
Parf’isipasi nam?am('fa‘{’ Rendah
yang hehdaPD'HA.ﬂh Pendidilan
Pemilil Kepewi(uah dan Demolerasi
ne"‘“"ﬁ{‘-“'h"‘?“‘ lualites (m?ahah Persentose Permohonan informasi
informasi dan da‘{’c 9eng cepa"’ qong di‘f’ihdauawiu‘{’i melelui PPID
serfo. alwrot sesuai dengan SOP 100% 100% 1002 1002
100%
Persentase informasi dan publilesi
+0LOP0h Pemilu/Pemilihen van
diwuot di wedia wossa lolel = | 307 ROy | % | 20%
Persentase informasi dan publibasiiooz,  [100%  [100%  (100%  (100%
+0~[«0~P0~h Petmilu/Pemilihen qong
di‘fabhpiu.mh di media Pub(i(,,asi
KPU pa(ihtj lambat 1 (satu) hari
Lerl'a
Sosialisasi Kzéiiaﬁah KPU Persentfese penqaimpeicn informesi | 3 media |3 media 3 medio 3 medio 3 medio
Kepada Haleeholder (Partei dan pub(i{.msi delon ‘{’OLOPOM
Po(i‘{’iﬁ, Lm, Orb.as, Peherih‘{’a[« Pemilu/Pemilihan qeng di‘f’ahpi(&h
Dcera[«, Pzrswuah T“"S‘éi’ den di media PuE(iLasi
nas%am(uxﬂ
S. Pelalsanaon chsetobah Losis’{’i&
Terlolsononya fosilifesi Persentase peh%e(zh%amah
pehﬁe(o(aah 301‘0 lebutuhan, Pemilu/Pemiliben tanpe ede
Pehﬁadaah, Pehdid’ribusiah, Pemasa(&‘nah ah%amh delon 100% 100% 100% 100% 100%
serfa PeuzLiLwaat« dan chehu[«ah lebutuhon Losis‘f’il(
ihv%‘fwisa&i (osis%i{«
Pemilu/pemilihon
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Persentase pengedean (oﬁis’ﬁh
Leper[uah chi?u/PeM(i[«at«
dl’.hsah ‘(’ahpa ada lkasus ‘hzr[«ao(ap 100% 100% 100% 100% 100%
proses Pehsadaah yong
hehsa&iéa‘{ﬂah &zmsiah negore.

0~+0~(A Pekﬁorowh (Aahs hzsa}'a

Persentase Distribusi (Osis’{’ih
Pemilu/ Pemilihen fepa‘f jenis,

jurleh don woldu 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Persentase inventerisasi dan
pemelibaraan (o?)is*fih Pemilu/
Pemilihen 1 (satu) bari sebelum 100% 100% 100% 100% 100%

PE(&LEOV\&CM Pekuh SM+0h suere

delewm Pemilu/ Pemilihen

Ketersedican Persentese Pew?ediaoh (oﬁis*fi(,. 1 1 1 1 1
Peimilu
Logistile Pemils
g Fen sofler | sofler | sofler | sofber | sofler
Ketersedican Sucre Persentese Pelelsancan 1 1 1 1 1
Pehhhﬁu+0h SOIMPOi dehsah
Pemilih Hasil Pemilu penetapan hosil Pemilu

SC«'H.LCY SC«'H.LCY S‘O'HAEY S‘O'HAEY S‘O'HAEY

b. chse(ohmh Da‘f’a, Telmo(osi den lnformesi

Tersediow?o da'f’a, ihfomosi, Persentase Pemuteldiran data
sarana dan prosaranc felmo(oﬁi Pehi(iL secoro ber&e(ow[u‘f’ah
informasi serfa penercpen e~

overnnert KPU 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Perseh‘f’ase gamho dah PYQSOY&U\Q

Telwnologi Informesi untule Sistem
Informasi qohg oo, handal dan 100% 100% 100% 100% 100%

(DhCOY

Persentase Apti(wsi KPU qeng

di+6YDPLOh secara +€Yih+€3¥9§i

S0% S0% 63% 80% 100%

Kerangka Pendanaan
Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam
kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 20.314.868.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi sebesar Rp 11.426.674.000,-

Dengan rincian pertahun sesuai tabel berikut:
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program

Alokasi (dalam Juta Rupiah)

(output)/Sasara
n Kegiatan
(outcome)/Indik
ator Kinerja

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah

016.01.01

SDSOYDM PYOSYOK
D(AL_UI«SCM

nﬂhﬁfekeh

3.092 B4

3.436.283

3.773.91

4.638.244

0.307.776

20.314.868

016.01.06

SC«SD«YGh Proljrﬂh\
Peh‘?e(zhﬁsﬂ?‘ﬂﬁh
Pewilu dalom
Pr0$e§ Kohsohdﬂsi

Dekohmsi

73.008

86.963

d4a.260

2.984.43l

a.161.341

I1.426.674

TOTAL

37TLT13

3.022.646

3.87a.7

0.682.695

0.488.117

31.741.542

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-

2024 adalah:

Program
/
Kegiatan

Sasaran Program
(output)/Sasaran Kegiatan
(outcome)/Indikator Kinerja

Alokasi (dalam Juta Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah

[. PROGRAN DUKUNGAN NANAJENEN

TerL&LSahGh‘?a
fosilitasi lem baﬁa riset

lepemiluan den

O‘PEYDSiOhQ(iSQSi ht?&

3.092.604

nehihsﬂaﬁﬂa
Kapasi‘f’as on qeng

Ber(&ohpe%eh

Terwuiudhﬂa

DuLuwsah Sarana dan
Presarana Guna
nehihsl(a‘H(ah Kelencaren
Tusas KPU Kab. 'ZC‘GMS
Lebong.

nehihsha“'hﬂa
QLuwf’aEi(i‘fas Kzucwsah
den Kihzria KPU Keb.

Qeiahg Le(aomj

Terwuiuolhﬂa Da“’a

Peh\iti,n secara

Berbe(uhl'u‘f’ah

3.436.283

3.773.91

4.638.244

a.307.776

20.314.368

1. Pelalsancan Perehcat«aah, Orsahisasi

Terwuiudhﬂa

Lxriasaha dehs&h (elmfmsa

Pehﬂe(ehﬁsma PCIM iLu fm i{A

a1.a70

07.300

53.030

113.404

136.144

424438
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di d&(&lh hOU‘PLAh di (,LAOY

Terwuiudhﬂa

rencena heria dan
anggaran K.PUK.abupa‘feh
Qe(omg Lebows qeng
Ffeu’if den efisien

Temuiudhﬂa sistei
administrasi

Pehﬂe(eh%amah Peimilu
9eng “’erf’ié, Ffeu’if den

efisien

Terwuiudhﬂa

Reformasi Birolrasi di
KPU Kabupm‘eh Ee,‘awj
Lebomj

2. Pelmbihdah guwber DQt?O nahusia th Pe(a%ahah Adwihis‘f‘rasi KE‘PCSQ\X/OiOh

Sesuai Pem“’wah

szwdav\s—

Uhd&hsah t?&hﬁ
BCY(Q(AU

Tersedimm?a d0+0

dan informasi bepegawaiam

Tersed iawﬂa
Pedoman Bidahs

Kepegouoian 2430.614 | 2.700.683 2970.7a1 | 3.267.826 3.094.609 | 14.964.483

Terseoliaw?a Jabatan
Fuhﬁsiom( Penata Kelole

Pemilu (JF PKP) sesuai
pera“’umh Peruhdav‘rav—

uwdav\sah ﬂahs ECY‘.ALAA

PE%ECM+ULO~M Badah
PEM‘?E{EM%SOYQ

Adholc

3~ PE{.&\[LS‘OM&OV\ PEM%CLO‘.AOM KCUOV\SOM dah Bammé nitiﬁ Neﬁam

nehihs{a&'ﬁnﬂa

Peh\bihaah Perbehddefdah

Tef[a(a&‘&hahﬂd

sistem Oldnh"’ahﬁ den

PC‘.APDI’OJI\ l((’_blahtéah

Tersusunnya

Pe‘hmiuh pehﬁe(o(aah
Lzuav\zéah di

(ihshuhﬁah KPU Keb. I'Zefnwi

Lebong B030 | B.700 7370 (3268 15,9/ 43285

Terselesci Lamu?a

PCYKOSQLGLOII\ ‘Pehﬁetotdah

heuahﬁah

Tersusum%a LOPOYOM

peb’f’aw%unsiawaéav\

peh%uhaah aw%amv\

Terwuiuo(hﬂa
Pehtje(o(aah Bammj Milile

Neﬁara sesuai dehﬁdh
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PEYO'hAYOh dah

PEYUhdahsdh U(Ghté
52»’[0(,«4

KL PEVN?E

LEV!%SOYOOM OPZY&SiDhOL dah DULUM%GM Saraha PYO&OJ’OV\O KOJI\+DY

nehihsﬂaﬁﬂa
Kuelifas Ta“’a Kelole

Administresi Persuraten

don chsetoluah Arsip

Terwuiuo(hﬂa

Dulungan Saranc. don
Prosarona quna
Neninglectean Kelencorcn
Tuges KPU

nehihsﬂaﬁﬂa
Kua(i+as La%ahah

Persio{ah%ah den Profoleol

a28.840 | 587,600

Terwuiudh o

Kecmanan dan Keterfiben
di

Lihsﬁuwsah KPU Kab. Qefah?)

Lebong

Terwuiuo(hﬂa

Duﬁuwsah Samha dah
PYO&OYOV\O SUMO
nehihs(&a'ﬂ&&h KC(&V\CQYQP\
Tusas

b46.360

1163.448

1.396.137

4.322.385

S. PCP—«EYiLSOGh dah PCM%O\»O&GM ’h+€rh0

L KPU Kaf:upa‘f’eh lzqams Lebomg

nehihsba“'hﬂa
zfe(i"ivi‘f’as pengawasen
iw“’erha( dan e(«s"’erha( di
Lihsﬁuwsah KPU lzqamg
Lebong

nehihsba“'hﬂa
chqz(@w%amav\
SPIP

nehihsba“'hﬂa

ﬁowyz‘f’zhsi apam‘f’
pengewasen don
zfe(i"ifi‘f’as sis"’eu

pehszholaﬁam imLerhaL

21.000 30.000

Terwuiuo(hﬂa
pehqelzh%amav\

Peuzriw"al«ah qeng bersil,
dan berwibawa (clean

soverhahce)

nehihsba“'hﬂa

ImmnfamL hasil
pengawasan BPK, BPKP
dan APIP KPU dalen

pencapaich “’uiuah KPU

Kab. Qe,’ahﬂ Lonv\S

33.000

33.330

36.663

159.933
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nehihsldl‘ﬂcah
aLuh‘f’aEi(i‘fas Lihzrl'a di

(ihshuhgah KpU

nehihsba“'hﬂa
aLuh‘f’aEi(i‘fas beuansah

den Linzria

6. PChl?C

lzh%amat« Pehdidil«xh, Pelatiban serfa Penelitian dan Pehszwﬁat«sah

Temu;udw?a Kajien
Li‘fbahs, Riset dan

Jurha( Kepewi(uah

Pehihts(.gd'{’ah
ﬁowyz‘f’zhsi DN KPU

48.600

a4.000

a3.400

106.920

128.304

347.224

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(output)/Sasaran Kegiatan
(outcome)/Indikator Kinerja

Alokasi (dalam Juta Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah

. PROGRAN PENYELENGGARAAN PENILU DALAN PROSES KONSOLIDASI DENOKIRAS

TEYLOL,SQV\OW-?Q
PEME+0PD~V| P€Y0~+b|l'0~h K.PU

sesuai dengan letentuan
peraturen perundang-
undangon, serfa
pendolumentasion
informasi hulwim, dan

PEW-?ULUL\tht?O

Tzr\wl'udhn?a
DuLumSah Lozéis‘ﬁb delom

PCh‘?C‘KhS%OYOOM
Pemmilu/Pemiliban

Tzr\wl'udhn?a
TaLapmn Pemmilu/Pemilihan

Sesuai Jadwal

73.008

86.963

d4a.260

2.984.45l

2.181.341

I1.426.674

1. Peh%usuhah Pera+urah Peruhdahs—Uhdahsah

TeY(&[&Sﬂhahﬂﬂ
Pelm?usuhah rahcahsah
Pera‘hﬁrah KPU sesuci
dewsah PeYUhdahs—

Mhdahsah

TEYLOL,SQV\OW-?Q

pehge(o(aah dan

PzLat?ahah informasi

hulein

3008

3908

4.3a0

8.701

10.441

31.006

2. PC‘.&L,SN'\QOI’\ DU{AUV\%QI'\ 60”\'{1&9”\ HuL.uIm

Tzr(a&sahm«?a
pehqe(esaiah seh3Le+a
dan pefm?ahah
Pzrfib.ﬁawqah hulein

2.000

2.000

6.050

Ga.000

78.000

[od.550

3. Pelelsenaen Telwis Pemilu/Pemiliban dan PAW

Tzr\wl'udhn?a

Peh%e(eh?)tsamah
Pemmilu/Pemiliban
Jadwal

Sesu o

2a.a00

28.050

30.8a4

2.320.000

2.820.000

2.234.40a
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Tzr(a&sahm«?a
Lat?amah administrasi PAW

tepat waldu don sesuci

0+bl réh

PehSELDLaah C«QLDM
Peserte Pemilu

TerU,‘Udh%&

Rencongon Pedonn
Descin dan Templote
Kebutuhon
Pemilu/Pemilibon Guna
Nendulung Tota Kelola
KPU

Pedomen laporen dan
eudit dane Lawmpanye,
verifilasi partai polifile
den/otou

a. Fasi(i’(’asi

Pe(ﬂ+iLQh na&?wa(xﬁ’(’ d&h Peh%e(ehstsd}’&ah

Hubuhgah naS%QYﬂ(&O'{'

Pengelolocn
QUW&L Pih'{’&r

Pemilu

Pendidilan Pewmilil,
KEPOdO

Nasyeralet Umuim

Pendidilan Pewmilil,
Kepada Pewmilih Pemula,

PCYCIAPUN'\, dah

Disebilites

Pendidilan PenilitKepada
Daeml«,Parf’isipasi
Eehdatx, DOEYDL\
Po{ehsi,Pe(ah%arahPeM(

u Tiw%i, den Deerah
RawenKonflil/ bencana

10,500

Il.oal 12,705

a0.2a0

60.300

145.30a

nehihgha‘ﬁu?a
(Aua(i‘fas (m?ahah

informasi dan da“’a 9eng

CEPG+ S€V+0 0Ld/|l'0~+

Sosielisasi

Kebijelen KPU

Kepada

Salebolder

(Pertei Poliil,,

LS, Orwas,

Pemerintol

Daeral, Perguruan Tih%i,
dan Nesqarelaf)

S. PC(Q&SOP\QOP\ Pehseﬂofnah Losisﬁh

Ter(ahsahahﬂa
fasilifasi PehSELD{Aah

d0+0 beﬁu‘f’u'/\ah,

széadaam,

chdis’ltriﬁusiah, serfa

pehe(ilf\amah dah

4.000

10.008 I1.0a0

3.400.000

2.140.000

2.620.508
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inventarisasi Losis’{’i&
PewiLu/pekiLiLah

Ketersediean

Losis‘f’ih Pemmilu

Ketersedioan

Suere Pemilil

Hesil Pemmilu
b. Pehﬁe(o(oah Dede, TeL.ho(o?)i don Informasi
Tersedionya dote, 20.000 | 27.500 30.2a0 G60.a00 72600 Z15.8a0

im‘omasi, sarana dan
prasarane ‘h’.lmo(ogi
informasi serfa

enerapan e~ qovernment
P P g

K

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan
panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan unit
keria KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan rencana strategik dan
rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan
pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka keria dan kineria yang akan
diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang lebong tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula
dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matrik
kerangka regulasi. Rencana strategis Komisi pemilihan umum tahun 2020 - 2024
merupakan komitmen bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

untuk melakanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kineria
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sesuai dengan rarget yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis
ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelakanaan
program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Demikian Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 - 2024 ini disusun,
semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong lima

tahun mendatang ini akan terwujud dengan maksimal.

Curup, April 2020

RESTU SYATRIO WIBOWO
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Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
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Sasaran Program

Tarqe"’ Kiherio

Aloleesi (dolom Juta IZupiaL)

(Outcome) / Sasaran

K/L-

Progren/ Kegiatan / Indikator Unit Organisasi N- B- NS- BS
Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pelobsone
KORISt PENILIHAN UNUN I3 3.022.84b 3.87a.1M [0.682.693 | 10.488.17

Casaran g‘frm‘eﬁis 1

Terwujudnya Lebijalan bidang Polifil finglat Labupaten yang luat

Indikator Kinerja 85% 85% 90% 95% 95%

Sasaran Strategis

1.1 Persentese naskeh

Lepu‘(’uwn KPU &aEuPa+en I'Zzl’ams

Lonhs qong berbasis

riset Lepel«i(,uah

Sasaran g‘fm‘f’zsis 2
Ter\»ul'udwo Sisteim lnformasi wehsehoi Por‘f’ai Polifile ‘70hﬁ andal den berlwalites
Indikator Kinerja 30% 30% 35% 40% GS%

Sasaran Strategis

2.1

Persentase informasi
mengenai partai politik
qong mutaldbir dandipublibasilan

Pada Publile
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Sasaran §+va+e3is 3 Terwuiudhu’a Summber Daqa Newusia dan Lzlméansa KPU Ka(uupa‘f’zh qeng Eerhua[i‘f’as

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.1 ’hde&s Reforl«asi

Birolresi

77

78

79

80

81

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.2 Milei Alwntebilitfas

Kinerjo

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
33 OPihi BPK ofes

LQPDYOJ'\ Keuahsah

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
3.4 Miloi Keferbulaon

lnformasi Publile

100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya

Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rejang Rebong

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
4.1 Persentose Perfisipasi

Pewmilily dalam
Petmilu/Pemilihon

80%

80%

80%

80%

80%
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Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
4.2 Persentose Pertisipesi

Peb\i(i'r\ PCYC%PUOV\

delam

Pemilu/PemilibanPemilu

79%

79%

79%

79%

79%

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
4. 3P6Y§6h+&§€ Parf’isipasi

Pemilil Disabi[i+as
delom
Pemilu/Pemilihan

80%

80%

80%

80%

80%

Sasaran Strategis 5 Ter

+€Yil’\+€3¥0$

wufudhu,a loordinesi Pchqe(eh%amam Lepeui[uah qeng sesuei dehljah Handar Pe(ﬂqahah PuELiL, diserfai pehtje(o&wh defa den info

rmasi serfa dol(ulmeh{’a:i Pebﬁsawaah Pemilu berbesis

‘I’elmo(osi informasi qeng

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
5.1 P6Y$6h+&56 Pehi(iL

yong Berhale Mewmilil
Tetapi Tidale Nasule
dalaw Dafter Pemilih
Tetap

0.19
%

018

0n

016

015

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
5 . 2P€Y§€h+&§€

100%

100%

100%

100%

100%
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peh%e(eh%amah
Pewmilu/Pemilihon
sesuai d(’_hsah "adwa(

dan lLetentuan gong
berlalu

Sasaran Strategis 6 Terwu,’udhqa Pemilu Serentalc yoang ciman dan demai diserfai pew?e(zwiah semébe‘{’a ol og baile

Indikator Kinerja 100%
Sasaran Strategis
6.1 PEYSEM+0$C PC‘ALS&V\&GV\

Pemilu/Pemilihen yong

Ah\dh d&h DBL\«O«i

100%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja 90%
Sasaran Strategis
6.2 PEYSEM+0$C SehSLE+G
Hul{uk ‘10!’\3

Jihehamﬁ&nh KPU Kabupa'(‘eh

Qe(nns Lebows

90%

95%

95%

95%

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

3.092.604

3.436.283

3178,
gil

4.638.244

a.307.776

SGSQYOJI\ PI'O Yo w 1
Terlaks

operasionalisasinya

ananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan

[ndilator Kiwzria 85%

SGS‘QYOJI\ PYO%YO&» 11

85%

85%

85%

85%
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Persentase
fasilitasi kerjasama
KPU Kabupten
Rejang Lebong
dengan lembaga
riset kepemiluan

gawmh_ PI'O rCm 2
Menlntj

katnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Indilafor Kinerja

gawmh PI'OZ(SYOJ'—. 21
Persentase
kesesuaian
kompetensi
pegawai terhadap
standar
kompetensi
penugasannya

90%

95%

100%

100%

100%

SC\S‘QYOJI\ PI'OZ(SYOJM 3

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan

Kelancaran Tugas KPU Kabupaen Rejang Lebong

Indilafor Kinerja

SDSOYOM PYO%Y&IA 31

Persentase
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana untuk
Memenubhi

Kebutuhan Kerja

100%

100%

100%

100%

100%
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Pegawai yang
Berfungsi dengan
Baik

Sasamh PI'OZ(SYOJM 4

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

’hdiﬁa‘f’or Kihzria B B B B B
gasamh PYO%Y&IM 41

Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas
Kinerja KPU

lndilotor Kinerje WTP WTP | WTP WTP WTP
Sasaran Program 4.2

Opini BPKatas
Laporan

Keuangan KPU

lndilotor Kinerja 78 79 79 80 80
SGSN'NI\ PI'OZ(SYOJ'—. 43

Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi KPU

SGSN'NI\ PI'O rem S
Terwujﬁldnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi 51870 §7.300 B3.03 | 113.454 136.144




Sasaran Kegiatan 1 Subbag
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di P
dalam maupun di luar daerah rogram
dan Data
Indilcator K.iherfa_ 11 . Subbag
Jumlah Fasilitasi p
Kerjasama Dengan rogram
Instansi Terkait dan Data
Dalam Rangka
Penguatan
Kelembagaan
Demokras
Sasaran Kegiatan 2 Subbag
Terwufudh%a rencahe Lerfa don ah%amh KPUKaEupaev\ '26,'01'\3 Lethﬁ %ah?) efeldif den efisien Program
dan Data
[ndilator Kiheria 21 Julal, g X g X 9K 9K 10X Su bbag
revisi yoh
dibﬁul«xh +€Y!AGdGP rencenhe Program
lerja qang feloh difetaplaon dan Data
Sasaran Kegiatan 3 Subbag
Terwuiuolhﬂa siste edministrasi Pehqe(zh%amat« Pemilu yong fertib, efeldif den cfisien Program
dan Data
Indilafor Kinerjo 31 Persentase Subbag
laporan 1% 1% 5% 5% 5% Program
lmOhi‘f‘OYih% J&V\ eva(uasi (10!/13
oluntabel don fepat waldu dan Data
Indilafor Kinerjo 3.2 Persentase Subbag
leesesucion
Program
Terget Linerja d ionji 90% 90% 90% 90% 90%
Q 36 h(’.l’,a Chsch PZY'OJI\I ah dan Data

Linerje
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Indilafor Kinerjo 33 Persentase Subbag
Doleuimen 85% 85% 90% 90% 100% Program
DP geng Tersedia dehﬁah dan Data
Tepet Walch
Sasaran Kegiatan 4 Subbag
Terwuiuolhﬂa Reformesi Birolresi di KPU Laﬁupa‘feh inams LeEomj Program
dan Data
[ndilator Kiwzria 61 Persentose 100% 100% Su bbag
Pelalsanaan Reformasi Birolrasi 0% 80% 90% Program
di (ihg(whgah KPU L_abupa‘(‘eh
Qeiahq L(:Eowq dan Data
2.Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian a70.
y Y bee 2q0e | 270883 | Tl | 2267826 | 3594609
Sasaran K€3i0+ah 1 Su bbag
nehihsldl‘l'hﬂa ‘{’er{’iE administrasi dan chsetoluah sumber daqa mohusio Keuangan
Umum
dan
logistik
[ndilator Kiwzria 11 Persentase Su bbag
pegowai Keuangan
qong hehd0P0+L.Qh (a%ahah Umum
&zpzsawaiah secara fepot dan
waldu dan alwret |0g|$t|k
[ndilator Kiwzria 1.2 Persentose Su bbag
Pehesa&&ah Disiplin Keua ngan
stawai Umum
dan
logistik
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Saseran Kegioton 2 Subbag.
Terlolsonanye Proses selelesi Anggota KPU Kabupeten/Kota Sesuei Peraturen Perundang- Undangan qang Berlolu Keuangan
Umum
dan
logistik
lndilotor Kinerja 2.1 Persentose Subbag.
2;‘5};0:: 0+€h/KO+& o0 Keuangan
up 123
diselelssi sesuai dengan periode ;J::‘um
wosa joboton don PAW logistik
Sasaran Kegioton 3 Subbag.
Tersedianga dota dan informasi Lepegawaian Keuangan
Umum
dan
logistik
lndiliotor Kinerjo 3.1 Persentase Subbag.
Pegowei Keuangan
qong Tercotot secora olurot
S0% 0% 30% 90% 95% Umum
dalam Dota Base Kepegawaion dan
berbesis felmologi infortmasi logistik
Sasaran Kegiotan 4 Subbag.
Tersedianya Pedoan Bidang Kepegowaion Keuangan
Umum
dan
logistik
lndilotor Kinerja 6.1 Jumlok g § ronca ngan § ronca ngan § ronca ngan § ranca ngan Subbag.
Rancangan ronca hgen Keuangan
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Peraturen/Kebijolan Umum
Bidong Kepegaaian dan
logistik
3. Pelalisanacn Pengelolocn Keuangan don Barang Milil Negara Subbag. Keuangan
6.030 | B.700 7.370 13.266 12918 Umum dan
logistik
Saseran Kegioton 1 Subbag. Keuangan
Neninglatnga pembinacn perbendahoraan Umum dan
logistik
lndilotor Kinerjo 11 Persentase Pejobot Subbag.
Perbendabharacn qong menyelesailion Keuangan Umum
perfanggungiowaban pengauncan 50% 50%, 50%, 50%, 50% dan logistik
anggaran sesuai Lefentuan
Sasaran Kegioton 2 Subbag.
Terlalsananya siste alwntonsi don peloporan keuangan Keuangan Umum
dan logistik
lndiliotor Kinerjo 2.1 Jumloh loporan Subbag.
:Ziimi dow peloporan levangan 12Lap | 12Lep 2Lop | 12Lep 12 Lop Keuangan Umum
dan logistik
Sasaran Kegioton 3 Subbag.
Tersusunnyo Petunjule pengelolaan Leuangan di linghungan KPU Rejang Lebong Keuangan Umum
dan logistik
lndilotor Kinerjo 3.1 Jumlak draft Subbag. Keuangan
juldal/julwis pengelolaan leuangon di ) ) ) 2 2 Umum dan
linglusngan KPU Rejeng Lebong e e e e e logistik

68




Sasaran Keﬁia'fah G " oo L Subbag Keua ngan
Tgy§g‘_z§a|aahh110 permasalahon pengelolacn keuangon Umum dan |og|5t|k

lndilotor Kinerja 6.1 Persentase Subbag. Keuangan

‘PEYIMQSOLOLQV\ d&t&lm Pehﬁetotdah U m u m da n Iogisti k
85% 85% 90% 90% 95%

Leuaméah U(Ghté daPG+ diSELESOil(&h

Sasaran K63i0+0h S Subbag Keua ngan
Tgy§u§uhh110. laporan Pzr{’ah%uwsia\»aéah pengguncon onggaron Umum dan |0g|5t|k

lndilodor Kshe[,-a N P;m;mse . Subbag. Keuangan
eh e(_egaiah QPDYOM ertahqauh ia\»a ah : X
Penggunacn s 95% 95% 9% 9% 9% Umum dan logistik

Ahsﬁ&}’ah bel’b&sis g'nON’KA %Dhﬁ
TE‘PD+ WOL:{'U d&h Vc\(id

e Keﬁmgw GLOLG Bareng Nile dengan P. don Perund berlole subbag. Keuangan
Tgywul’udwa engelolecn Bareng Tili Nenﬁam sesuai dengen eroturan don Perun angen yang oerlelu Umum dan IOgIStIk

lndilotor Kinerja 6.1 Persentase Subbag. Keuangan
PCV\SELO{AQV\ Bamhs niLiL Nenﬁam (104/\(5 52% 38% 38% 52% 52% Umum dan IOgIStIk
fertib
lndilotor Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Subbag. Keuangan
Bamhs Nilite stam Berdasarlan Umum dan IOgIStIk
S Lop S Lop Slap | S Lap

SIFAK. BN qong Dedara Sesuas S Lop
dehtjah Data SAK

G, Pehﬂe(eh%amah OPemsiom( dan Duhuhﬁah Sarana Prasarana Kantor Subbag Keua ngan

228840 | o87B00 | B4B.3BO | 1163448 | 1336137 | 0 im dan logistik

e Keﬁim;gh 2+ Tode Kelolo Administrasi Persuradon don Pengelolaon A subbag. Keuangan
nehihsl(a‘{'hﬂa ualitas [ate Kelol winistresi Fersuretan den Fengelolacn Arsip Umum dan IOgIStIk




lndileator Kinerja 11 Jumlak Keputusan 1 1 1 1 1 Subbag. Keuangan
KPU fentang Learsi telol di ..
cuiong eersipen qehg e s Ranc renceingon | rancengon rencengon renceing Umum dan |0g|5t|k
engon on
[ndilator Kimzria 12 Persenfase Subbag Keua ngan
Pehse(o(aw AYSiP lnalefif Sesuai Aturan 90% 90% 90% 502 90% Umum dan |ogistik
Kearsipah
Sasaran K63i0+0h 2 Subbag Keua ngan
Temuiudh%a Duhuhﬁah Sarana dan Praserana guno nehihﬁ(aa‘Haﬂh Kelancaran Tusas KPU Umum dan IOgiStik
Indilafor Kinerja 21 Persentese sarena 100 3 Subbag. Keuangan
'{'YGMSPDl‘f‘Gsi wntule hehduldnhté Lihzria 100% 100% 100% 100% 00 % Umum dan IOgIStIk
Peﬁa""“i %ahs ber{uhssi dehsah fmi(,,
[ndilator Kiwzria 22 Persentese fasilifas Subbag Keua ngan
PerLah‘f’Omh untule uzhdul(w\zé ﬁiwzria 5 Umum dan |og|st|k
e berfunccs deneon bail 100% 100% 100% 100% 100%
pegawai gang berfungsi dengan bai
lndilaor Kinerja 23 Persentose Gedung Subbag. Keuangan
dan Gudamé KPU Kab. Re[ahﬁ LeEomj Umum dan |og|5t|k
geng berfuh?)si dehsah baile 100 100% 100% 100% 100%
Sasaran K€3i0+ah 3 Su bbag Keuangan
neh;hsa(;{h(?g Kuelifas Lm?ahah Persidahﬁah den Profoleol Umum dan Iogistik
[ndilator Kiwzria 34 Persentose Su bbag Keuangan
ruamgon 100% 100% 100 % 1002 1002 Umum dan logistik
rapa"’ memadai
[ndilator Kiwzria 3.2 Persenfase Su bbag Keuangan
Hasil 100% 100% 100 % 100% 100%

Qapa‘{’ Pleno qong
di‘{’ihdauuhl'u‘f’i Pa(ihs Lab»éa‘{’ 4

Umum dan logistik
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hari berfa ‘

SGS‘OJOM Kesia‘f’ah Cl

Terwuiudh%a Keamanan dan Keferfibah di (ihshuhﬁah KPU/KPU

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

[ndilator Kiwzria a1 Pzrszh‘l’ase

Subbag. Keuangan

Le'aong qong o(apa‘l’ dipehu[«i

100% 100% 100% 100%
gongguen 100% Umum dan logistik
leamancn delon Liwslmwsah
KPU Kabupaten Qefahg Lebows
Sasaran Kesia‘f’ah S Su bbag Keuangan
Temuiudh%a Duhuhﬁah Sarana dan Prasarana guno Nehihshaﬁah Kelancaran Tugas KPU Umum dan Iogistik
[ndilator Kiwzria SA Persentose Su bbag Keuangan
sareno Umum dan logistik
frahspor‘fmi untule wehduﬂuhtj 0% 0% 0% 0% 0%
Liheria pegawai yang dopot
Jipehulni
Indilafor Kinerjo 52 Persentese Subbag. Keuangan
fosilifos Umum dan logistik
Perbah‘f’omh untule uzmdulmms 0% 0% 0% 0% 0%
Liheria pegawai yang dopot
dipehu[«i
Indilafor Kinerjo 53 Persentose Subbag. Keuangan
Gedung Umum dan logistik
den Guo(ahs KPU Kaﬁupa‘(’eh f&e,’ahﬁ 0% 0% 0% 0% 0%

S. Pelmerihsaah dah Pehﬁawasah ’h+€rhﬂ( KPU KQBUPO«‘\LQh Ee,‘ah% Leboh%

27.000

30.000

33.000

33.330

36.663
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Sasaran K63i0+0h 1
nehihsba‘l'hﬂa
zfe(({’ivi‘f’as pengowesen ih+EYhaL

d&h 6(4&3+€Yh0£ di (ihq{&uhqah KPU

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

lndilator Kiher,‘a 11 Persentose
ch(ﬁr(ﬁhah

niloi femuan hosil
pemerilsaan infernal don
elesternal ferhodop Realisosi
Anggaran

30%

30%

30%

30%

30%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

Sasaran K63i0+0h 2
PEW?ELEV\SSOYO&V\
SPIP

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

[ndilator Kiwzria 21 Niloi
Neturites SPIP

32

33

34

34

33

SGS‘OJOM Keﬂia‘f’ah 3
nehihsﬂa’(’h%a
aoh?e+€h$i Q‘PDYQ+ ‘Pehﬁd\was‘dh

den zfe(i{’ifi‘f’as sistem

pengendalion infernal

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

lndilaor Kinerja 31 Milei (ACH
(KaPaEiLi‘f’as
APIP)

34

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

SGS‘OJOM Keﬂia‘f’ah Cl
Teruiudhﬂd
PEM‘?ELEV\SSOYOOM

PE’INCVih+0L\0V| ‘10'!\3 ECYU'L\ dah
berwibawe (clean

%ovemahce)

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik
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Indilator Kiher,‘a 61 Persentose
Pehﬁaduﬂh hasqarob.ﬂ'f

qeng di‘{’ihdauawiu‘l’i

90%

90%

90%

90%

95%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

SGS‘OJOM Keﬂia‘f’ah S

maufact hasil
pengowasen BPK,
BPKP dawn APIP KPU
dolom pencapaion

‘f’ul'uah KPU Kaéupa‘(’eh
r&el'wuj Lebomj

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

lho(ib_a‘l’or Kiherl'a 34 Pzrszh‘l’ase

chﬂztzwiah relomendasi
BPK, BPKP dan APIP gong
di‘f’imdauawiu‘{’i

80%

80%

80%

80%

90%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

Sasaran Kegimlah 6
nehihﬁhaﬂtﬂh
aﬁuw‘l’aﬁi(i‘f’as ﬁiheria di
(ihq(whqah KPU

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

lndilafor Kinerja 6.1
Persentase KPU
Provinsi den KPU

Kabupeten/Kota yong
b»ehdapa‘f’ﬁah nilai

aﬁuw‘l’aﬁi(i‘f’as &iheria wminimel

B

60%

60%

0%

0%

0%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik
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Sasaran Ke imLah 7
aLuh‘f’aEiLi‘{’as Leuaméah don

ﬁiwzr[a

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

Indilator Kiher,‘a 1 Persentase
Uhi'{’ Lxria
gong felol melolsanclon

chéahsuhah Zona
lw{’e%ri‘f’as nehuiu
WBK/WiBn

3%

3%

3%

3%

3%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

b. Pehﬂe(eh%amah Pehdidihﬂh, Pe‘.mLiLah serfa Pehe(i’ﬁah dan Pehﬁehbahsah

48.600

a4.000

09.400

106.920

128.304

gOSQYQh Keﬁil}"ﬂh 6

Pehihsﬁa‘f’ah
lompetensi SDIN KPU

Persentase Pesawai

qeng Telah NMengiludi
Pendidilon dan Pelatiban
dolow Rongle Peningleston
Kotwpefersi DN

90%

90%

90%

90%

5%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

l. PROGRAN PENYELENGGARAAN PENILU DALAMN PROSES KONSOLIDASI DENOKRASI

73.053

86.063

30.260

0.J84.4
al

a.181.341

[ndilator Progyak 1 Persentase Geduhs dan Gudahﬁ KPU Kabupa‘feh Qeiamj Lebon3 yeng dapa‘(’ dipehuLi

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

lndilafor Kinerja
Sasaran Prosmw 11
Persentase Qahcahgah (,,epu‘fusah KPU

Kaﬁupa‘!’eh Qeiamj Lz{:omav qeng disusun
dan diharmonisasi Jehqah 1Lepa+ waldu

90%

90%

90%

90%

90%

Subbag. Keuangan
Umum dan logistik

74




sesuai dehq&h KCY&V\Q{A& 'ZCQLA(QSi KPU | | | |

lndilcofor Progyak 2 Terwu"udm?a DuLuhsah Loﬁis‘fi(/, delam Pehﬂe(eh%amah Pemmilu/Pemilihan Su bbag Keuangan
Umum dan logistik

lndilotor Kinerjo Subbag. Keuangan
Sasaran Program 2.1 100% 100% 100% 100% 100% Umum dan logistik

Persentase Pendistribusian Lozéis"’ib
secara ‘h:PmL sasaron, ‘h:PmL "quaL,
+epa+ jenis, 1Lepa+ mutu, dan 1Lepa+

weldu

[ndilcetor Pr03mu 3 Tgywul’udhﬂaT&LOP(}h Petmilu/Pemilihen Sesuai Jadwal Subbag Teknis
Indilator Kiherl'a SU bbag Teknis
Sasaron Pyo?)rgph 31 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Pelolsancen Tahapan
Pemilu/Pemiliban sesuoi dengan
,’adwa(

1. Pew?usuhah Peraturan Pemhdahﬁ—-Uhdahﬁah 3555 SHEIEI 435[' 87[” “]441 Su bbag Hukum

SO&GYDM K€3i0+ﬂh 1

Tey(a[@gmwa penqusUhah rancengen {AC‘PU‘hdSQh sesuai demjah letentuan peruhdahs—wd(ms&h

Indilator Kiherl'a 11 Su bbag Hukum
Persentase Qahcahgah (,,epu‘fusah KPU
geng disusun dan diharmonisasi +epa+ 100% 100% 100% 100% 100%

wau’u sesuei dehsah l.LCVOJI\SLﬁx

regulosi KPU

lndilator K.iher"a 12 Su bbag Hukum
Pesentase rencengon ﬁzpmﬂ,«sah KPU
Kab. IZefamav L650h3 ferloit ‘f’aLaPah 100% 100% 100% 100% 100%

Pemilu/ pemilihan qeng disusun melalui
proses uii P“EUL Lepada pewahsﬁu

L_epeh‘f’iwqah




gOSQYQh Keﬁil}"ﬂh 2

Tzruhsahahﬂa PCV\SELD{AQV\ don Pe‘ﬁ«?ahah informasi hulcum

Subbag Hukum

lndilaor Kinerja 21
Persentase proJuL huleun Yang dilelole
den didcbuuzm‘l’asibah sesuai sz‘f’wah

peruhdahq—uhdahqah

5%

9%

100%

100%

100%

Subbag Hukum

lndilator Kinerja 2.2

Pzrszh‘l’ase informasi PYOO(M& bhuleuin
qong disal'ib_ah secaere czpa‘f’, ‘f’epa"’, dan
olwrot sesuoi dengan SOP

92%

93%

5%

98%

100%

Subbag Hukum

ZA PELGLSOM&OV\ Duﬁuhsah Bah'hlah H(Aldxh

2.000

2.000

6.050

Go.000

78.000

Subbag Hukum

gOSQYQh K€3l0+ﬂh 1

TEY‘.AL§0V\0~V|‘10 PChl?C‘.KSOIOJI\ SEM%L@'{?} dah PEL(N?OJI\OJI\ PCV‘!‘I%E&V\SOM L\(Aldﬁk

Subbag Hukum

Indilator K.mer'a 11

Penurunan ,uquL Sehsbe+a bhuleuin
delom Pzrham perse‘.nsu[«ah SEM%L@'{’O
hulinn

3 perls

re

3 Pel’{a&

ro

2 Pel’{a&

ro

2 perla

re

1 perla

ro

Subbag Hukum

Indilator K.mer'a 12
Penurunon ,uquL sehsbe+a huleim yeng
Jmluﬂah le Nablomel Konstitusi

1 PCYL&

re

1 PEYLJJ

re

1 PEYLJJ

re

1 PCYL&

re

O PCYL&

re

Subbag Hukum

Indilator Kuher,a 13
Persentase senglefa huleum yong
dikzhahqbﬁh K}U Kal: 'ZCIGMD‘ Lonmq

90%

90%

9%

9%

5%

Subbag Hukum

3. Pelelsenaen Telwis Pemilu/Pemilihan dan PAW

2a.00

28.0560

30.8a4

2.300.000

2.820.000

Subbag Hukum

Sasaran Kezbvia‘{’ah 1 Terwuiudw?a Pehqe(zhsaraah Pemilu/Pemilihon Sesuai Jadwal

Subbag Hukum

Indilator Kuherla 11
Persentase Pghehe‘{’apbah ,adwa[

tohapan dan petunjule felwis

100%

100%

100%

100%

100%

Subbag Hukum
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Peh%e(ehgsamah Pewi(u/Pelm i(iL\&h

sesuai dthah jao(\»aL

lho(ib_a‘l’or Kiherl'a 12

Persentese Pehh+&‘cLiY&h defa
wi(ac?aL/pebhe‘faah dan Peheﬁpah
Daeral, Pemilihen untule Pemilu Tahun
2026

100%

100%

100%

100%

100%

Subbag Hukum

gOSQYQh KC i&'hlh 2

Ter(aagghah%g (m?ahah administrasi PAW ’fepa‘f waldu dan sesuai afuran

Subbag Hukum

lndilator Kinerjo 2.1

Per?eh+ﬂ§5 PYOSC§ in DPQD
KGEMPG+€M/KD+0 (10'!\3 d0P0~+
diselesoilan dalom waldu S hari kerja

100%

100%

100%

100%

100%

Subbag Hukum

gOSQYQh KC i&'hlh 3

Pehse(o(aah Calon Peserfa Pemmilu

Subbag Hukum

lndilaor Kinerja 341
Persentase Calon Peserfa Pemilu qeng
daya‘f’ olifasi[i‘l’asi

13

LJ’,CQ‘»-G'{’GV\

13

LJ’,CQ‘»-G'{’GV\

13

LJ’,CQ‘»-G'{’GV\

13

LJ’,CQ‘»-G'{’GV\

N

LCCG%0+GM

Subbag Hukum

gOSQYQh KC i&'hlh ﬁl

Eﬁb\,,ul’udw?a Qahcahsah Pedoman Desain dan TeupLa‘f’z Kebutuhan Petmilu/Pemilihen Gune nzhduLUhs Tota Kelole

Subbag Hukum

lho(ib_a‘l’or Kiherl'a a1

Juimlah Roncongon Pedoman Desain
dan Tzwphx‘{’e éz{:u‘{’ul«ah
PeuiLu/sz»iLiLah Gw\a nzhduLUhs
Tota Kelola KPU

2 Droft

2 Droft

2 Droft

2 Draft

2 Droft

Subbag Hukum

gOSQYQh Keﬁil}"ﬂh S

Tergediam?a pedowah (apomh den eudit dena &ahpame, verifilasi par\‘ai Po(n‘i& don/etou 0h330+a perorangan DPD

Subbag Hukum

lndilotor Kinerja .1

Juimleh doleumen SOP atau pefunjule
felwis untule Pz(apomv\ Dana
K.abhpcum?e, Verifilasi Partai Politilc
dan/otau sqam‘f duﬁunsah Calon

1 dolew
men

(dake w)

1 dolu

men

(VCI’P DO

1 dolw

men

1 dolu
men

(dale

1 dolw
men

(dolea

Subbag Hukum
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perseorengon gong disusun sesuai (Pe"g w) w)
dzhsah ‘{’a[«apah Pewmilu/ Pemilihan

eoran

301«)

G. Fesilitasi Pelafihen nawamb_a‘{’ don cht?e(zh%awat« Huﬁuméat« nm«?amba‘{’ “]5[”] "55[| 127[]5 EUZED E[]B[”] Su bbag Teknis
Sasaran Kegioten 1 :
Pehse(o(aaf Rumah Pintar Pemilu Su bbag Teknis
lndilcator K.iher"a 11 1 sotler 1 setler 1 setler 1 sotler 1 setler Su bbag Teknis
Pembentulon Pusat Pendidilen
Pemilil
lndileetor Kihe"[“ 12 1 satler 1 satler 1 satler 1 sotler 1 satler Su bbag Teknis
Persentase KPU Provinsi, KPU
Kabupeten/Kota yong di(ehg(,«xpi
dzhsah disi‘f’ab’wsi Rumah Pintar
Pemilu (RPP)

Sasaran Kegiotan 2 H
Pendidilan i’eu‘i(il‘ Kepeda Nas%am(‘af Ubmtaim Su bbag Teknis
Indilator K.iher"a 2-3 Su bbag Teknis

Persentase pusaf Pendidibon Penilil 5% 90% 95% 98% 100%

Kepeui&,«ah den Demolrasi untule

mosyorokot umum
Sasaran Kegiotan 3 H
Pendidilan i’ep,,i[it‘ Kepeda Pewmilih Pemula, Perempuan, den Discbilifas Su bbag Teknis
Indilator K.iher"a ;}1 Su bbag Teknis
Persentase puset Pendidilon Penmilib 85% 90% 95% 98% 100%
K.zpzb»i[uah den Demolrasi untule
pehi(iL perempuch

i inerja 3.2 i

bdleor Kinerpe 85% 50% 95% 98% 100% Subbag Teknis
Persentase puset




I’Pehdidihale Pemilil, Kepemiluon dan
Dewmolerasi unfulc pet».i(iln Pl’.lmbl‘.ﬂ

lho(ib_a‘l’or Kiherl'a ;3

Persenfase P“w+ Pehdidihgh Pemilil
Kepemiluen dan Demolrasi untule
Pl’,lmi‘j[« disaéiﬁ‘{’as

85%

90%

95%

98%

100%

Subbag Teknis

gOSQYQh Keﬁil}"ﬂh ﬁl

Pendidilen Pemilil Kepada Daerch Parf’isipasi Rendeb, Daeral Pofensi Pe(ﬂh%amw Pemilil

Tih%i, den Daerah Rowan

Subbag Teknis

Persentase informesi den PM'D‘JLNi
+0~[«0~P0~h Petmilu/Pemilihen qong
di‘fahpi(hah di media Pub(i(&asi Kpu
Pat,ihq lembet 1 (setu) hari ﬁzria

Konflil/bencana
Subbag Teknis Subbag Teknis
5% 90% 5% 98% 100%

Sasaran Kegiotan S ;
3 Subbag Teknis

”ehi“'j{*“ﬁ“?“ Lualitas (m?ahah informasi dan data yeng ceme serfa alwrat &

Indilator K.iher"a N Su bbag Teknis

Persentese Permohoncn informasi yeng 100% 100% 100% 100% 100%

ditindallanjuti melalui PPID sesuei :

dengan SOP

Indilator Kiherl'a 52 Su bbag Teknis

Persentase informasi dan publilesi 0% 0% IS% 3% 80%

+0LOP0h Pemilu/Pemilihon yong dimuet

di medic. masse lolel

lndilator Kinerjo 5.3 100% 100% 100% 100% 100% Subbag Teknis

3. Pelelsenaen PEM%CLO‘AGM Losis’{’iﬁ

3.a00

10.008

[1.050

3.430.00
0

2140.000

Subbag KUL

SO&GYDM K€3i0+ﬂh 1

Losis‘f’ib quiLu/PekiLiLah

Tzr‘_p.l(§aha.y| I’y fasi(i‘f’asi PCV\SELD{AQV\ da‘{’a ﬁzﬁu‘l’u[«ah, Pehsadaah, Pehdis‘f‘rif:usiam szr{’a PFJ».C‘JL\OYG&V\ dan iwvzh‘l’ariwsi

Subbag KUL
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Indilator K.iher"a 11 Su bbag KUL
Persentase pehqe(zh%araah 100% 100% 100% 100% 100%
Pemilu/Pemilihan ‘f’awpa ade

PeYhQS&(&LQh Qhﬁsarah da(aw

chehu[«ah lebutuhan LOqis‘f’iL

Indileator Kiherl'a 12 Su bbag KUL

Persentase pengodoan logistile 100% 100% 100% 100% 100%
{ACPC"LUOh Pemilu/Pemilihon dehﬁah

+0V|P0~ ada L&SUS +€Y’/\OJOP PYOSES‘
Pehﬁdddah t?&hﬁ hehga{&ibaﬂgh

{Ael’blﬁiah hesma Q+DU peh5orosah Udhs

hegara

Indilator K.iher"a 13 Su bbag KUL
Persentose Distribusi logistil Pemilu/ | 100% 100% 100% 100% 100%

Pemilihan ‘f’zme jenis, ,’uuh&[« dan waldu

Indilator Kiherl'a 14 Su bbag KUL
Persentase invenfarisasi dan 100% 100% 100% 100% 100%

pemelibarean (osis‘fih Pemmilu/ Pemilihan
1 (§0+‘A) L\ari SEEC(.U[M Pe‘.ﬂcjahaah
pehuu«sm‘ah suere delam Pemilu/

Pemilihan
Sasaran Kegiotan 2

3 Subbag KUL
Kefersedican LDSiS‘f’iL Pemilu g
lndilaor Kinerja 21 1 1 1 1 1 Subbag KUL
Persentase pehqediaah Lozéis‘f’ib Pemilu

setler satler satler setler satler

Sasaran Kegiotan 3

il Subbag KUL
K.e+ersediaah Sugyg Pewi(iL Hasi[ Pewi(u g
lndilafor Kinerja 341 1 1 1 1 1 Subbag Teknis
Persentose Pelalsenaan Pelmuwsu’fah
SQmpai dghsah pehe‘{’apah Lesil Pemilu setler satler satler setler satler

b. Pehﬁe(o(aah Dote, Te(mo(o%i den Informasi 25.000 77500 30.250 B0.500 72.600




Sasaran K63i0+0h 1

Tergedimm.?g dofa, informasi, sarana dan prosorcna 1Le[4.ho(o:3i informasi serfa penerapan e~ 30V6thmeh+ KPU

Subbag Data

[ndilator Kiwzria 11
Persentase Pemutalhiran data pehi(iL

Subbag Data

. 100% 100% 100% 100% 100%
seceroe sEYl&C{.ﬂh'U'h}h
[ndilator Kiwzria 12 Su bbag Data
Persentase Sarana don Prasarana 100% 100% 100% 100% 100%
TC[AJ/\O(OL&i ’h(OYWOSI— Uh'fuh gi&eh ’h(OYWOSi
U’th akaw, L\Ohdd‘. dah ‘.DJI\COY
[ndilator Kiwzria 13 Su bbag Data
Persentose Aplilasi KPU qang diteraplon S0% S0% 65% 80% 100%

secaroe “’eriw“’eqmsi

MATRIK KERANGKA REGULASI

Lampiran 2




Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan Regulasi e ssting, Kajian dan ponlitian = | Penanggugjawab TerkaigTnstitus Penyelosaian
1. | Tentang Norma, Standar, Prosedur, Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU kabupaten
Kebutuhan Pengadaan dan Rejang Lebong “Terwujudnya koordinasi
Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan kepemiluan di Daerah yang sesuai
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan
Serentak data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan

Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”,
khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Subbagian Hukum
Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Subbagian 2023
Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Keuangan,

Tetap”, cukup menantang. Umum dan
Logistik
Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat:
1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.)
Tepat

Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.
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Tentang Pengamanan

Surat Suara di Percetakan dan
Pendistribusian sampai ke TPS dalam
Pemilihan Umum Serentak

Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun
secara konsisten sesuai perkembangan teknologi,
mengingat tantangan geografis Kabupaten Rejang
Lebong, disertai penduduk yang beragam hingga daerah
terpencil, tertinggal. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah
regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk
mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum
Serentak, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan
Pendistribusian sampai ke TPS dalam Pemilihan Umum
Serentak.

Subbagian

Keuangan,

Umum dan
Logistik

Subbagian Hukum

2023
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Tentang penetapan kembali
penundaan serta pelaksanaan
Pemilihan lanjutan dan Pemilihan
susulan yang telah ditetapkan ole KPU
yang disebabkan bencana alam/non
alam Covid 19

Pandemik Covid-19 menyebabkan penundaan proses
PILKADA 2020. Pembelajaran yang didapatkan
adalah diperlukannya sebuah regulasi yang dapat
memberikan payung hukum kepada KPU
Kabupaten Rejang Lebong untuk menetapkan
penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan
dan Pemilihan susulan. Untuk itu KPU Kabupaten
Rejang Lebong menetapkan kembeali regulasi yang
telah ditetapkan oleh KPU sebagai payung hukum
penundaan tahapan di Kabupaten.

Subbagian
Hukum

Subbagian pelaksana
tahapan lainnya

2020
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